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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Orimakurunga, 09 Desember
1978, agama Islam, pekerjaan Honorer pada
Kantor Badan Kepegawaian Daerah, pendidikan
S1, tempat kediaman di Jl. Monumen Sangaji,
RT.004/RW.002, Desa Maba Sangaji, Kecamatan
Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tiuakara, 03 Maret 1982, agama
Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di JI. Monumen Sangaji,
RT.004/RW.002, Desa Maba Sangaji, Kecamatan
Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 15
Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada Hari ini Selasa tanggal 16 Maret 2010 Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Utara Sesuai
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXTanggal 08 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih semingga setelah itu
pindah ke kosan kurang lebih satu tahun terakhir pindah di kosan kurang lebih
dua tahun hingga berpisah ;
3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
dan bergaul sebagai suami dan diakruniai satu (1) orang anak bernama ;
XXXX, Laki-laki, Umur 13 tahun 2 bulan;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2013 terjadi perselisihan yang
penyebabnya;
4.1 Tergugat izin kerja ke Halmahera Selatan akan tetapi sudah
tidak kembali hingga sekarang;
4.2 Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 tahun
9 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit
untuk diperbaiki lagi.
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat
tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
SUBSIDAIR:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup
rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

Surat.

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXTanggal 08 April 2010 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Patani Gebe, Kabupaten Halmahera Kayoa Utara, telah dinazegelen
Pos,setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis
diberi tanda (Bukti P);
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Saksi.
1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kosan;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai
masalah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 10 tahun;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai saat ini, Tergugat tidak pernah
datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk merukunkan
Pengguat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI Il, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupkan suami dari
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak lagi hidup satu
rumabh lagi selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja, akan
tetapi setelah itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk merukunkan

Pengguat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat
(1) R.Bg;

Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa Tergugat izin bekerja ke Halmahera Selatan akan tetapi
sudah tidak kembali hingga sekarang atau kurang lebih selama 10 tahun 9
bulan;

Analisis Pembuktian
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Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan dan prinsip mempersukar
terjadinya perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Penggugat tetap
dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh
pokok sengketa dalam perkara a quo bahwa secara normatif Penggugat
mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam
jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971
tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1,
Penggugat telah mengajukan Bukti P berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah,
membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan
yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai.
Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh
karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang
saksi yang nama dan keterangannya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 R.Bg;
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Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis
Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan
Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi | dan saksi Il sudah selama 10 tahun
lebih tanpa ada nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-
dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan
Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat
serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta kejadian yang kemudian dapat dijadikan fakta hukum adalah sebagai
berikut:
1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sabh;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sampai saat ini kurang lebih selama 10 tahun;
4. Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh
keterangan dua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan
bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah temoat tinggal hingga saat ini
kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang
sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya
didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk
dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 yang

sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(d 5> Y plls 969 cams pld pobwall plS> o aS1> Gl (a5 o
)L;\AJa.SJl.).”OISJ

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan
gugur haknya " ;
dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

adds Sy ainlly sl glasw Sl o) jsisl anlsi) o)l ass ols
N EQ-Y-,leVI(

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp. 1.170.000.00,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 17 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.l., M.H.,
sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.l. M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy. CHOIRUL ISNAN, S.H.
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Panitera Sidang,

MARIANI SAIMIMA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses "Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 1.000.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



